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Mehetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

- Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3957); |
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33};
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan

-Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa

Konsultansi  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015; ‘
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau
Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR 'DOKUMEN
PEMILIHAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

p—
.

o

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten
Karanganyar.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupau dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar dalam  penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

 Pengadaan Barang /Jasa Pemenntah yang selanjutnya

disebut Pengadaan Barang /Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang /Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai
oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan. ' ‘ '



. Lembaga Kebijakan ‘Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah

lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan

- dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
- Pemerintah .

Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

- anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat

Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan

~anggaran pada Kementenan Negara/ Lembaga yang

bersangkutan.
Kuasa Penggunaan Anggaran pada Pelaksanaan APBD

~ yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang di

10.

11.

12.

13.

14.

15.

beri kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagaian
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya dlsmgkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan

 pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja

daerah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah  unit - kerja di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah = Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut

'Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang di

tetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola

- pemilihan Penyedia.
- Pejabat Pengadaan adalah pejabat admm1stras1/ pejabat

fungsional/personel yang bertugas melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penun_]ukan Langsung, dan/atau
E-purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekexjaan yang selanjutnya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel - - yang bertugas memeriksa

- administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa

' administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.



16.

17.

19.

20.

21.

29,

23.

24,
~ kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
 pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan

25.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ _afau Pelaku Usaha
yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan

- Pengadaan Barang /Jasa yang diberi kepercayaan oleh

Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah sebagai
pihak pemberi pekerjaan.

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat
Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan Pengadaan

o Barang/Jasa. .
18.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat RUP adah daftar rencana
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. . ’
Layanan Pengadaan secara Elekteronik yang
selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan
pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Aparat Pengawas Intrern Pemerintah yang selanjutnya
di singkat APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan ,
evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. |
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara
memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku
Usaha. , .

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun besama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan Kkegiatan wusaha dalam berbagai
bidang ekonomi. | |

Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang

menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
Pekerjaan Kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian

kembali suatu bangunan. A
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang

- membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
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27.
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34.

35.

Harga Perlnraan Sendiri yang selanjutnya di smgkat

"HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang

ditetapkan oleh PPK.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Jasa Konsultansi.

Pengadaan Langsung - Barang/Pekerjaan

Kontruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan
untuk  mendapatkan Penyedia' Barang/Pekerjaan
Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengadaaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode
pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi yang bernilai-  paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

E-reverse Aucition adalah metode penawaran harga
secara berulang. :

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh  Pokja  Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang

‘harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan

Penyedia.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya

'disebut' Kontrak adalah perjanjian tertulis antara

PA/KPA/PPK dengan Penyedlaan Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.

‘Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud

‘dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan

‘atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau
Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
.Usaha MlkI'O, Kec11 dan Menengah .



36

Usaha Menengah adalah usaha ekonom1 produktlf yang '

. berdln sendiri, yang dllakukan oleh orang perorangan o
atau ‘badan usaha yang bukan merupakan anak

v perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

_dikuasai, atau menjadl bagian baik langsung maupun

.

~tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
- dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan -
' tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
o tenta.ng Usaha Mlkro, Kecil, dan Menengah. L
‘Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan =
- adalah Jamman tertulis -yang dlkeluarkan oleh Bank
- Umum -/ Perusahaan Pen_]amlnan -/ Perusahan v
 Asuransi / lembaga keuangan khusus yang menjalankan .
- usaha di bidang pemblayaan, penjaminan, dan asuransi _
- untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan‘

" ketentuan peraturan perundang-undangan d1 b1dang )

. 38.

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. -
Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang dlbenkan -
‘kepada peserta pemlhhan/ Penyedla berupa larangan

mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di  seluruh

o Kementenan / Lembaga/ Perangkat Daerah dalam _]angka' : }'

30

‘waktu tertentu. | | |
Pengadaan Berkelanjutan : adalah _ Pengadaan'

Barang/Jasa yang ‘bertujuan untuk mencapai nilai

. -manfaat yang ,menguntungkan secara ekonomls tidak
~_hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

: - sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat,

40? .

41

serta signifikan mengurangi ‘dampak negatlf terhadap - o

lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunanya. .
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi -

Pengadaan  Barang/Jasa - yang menggabungkan

beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. -
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan terjadi diluar

. kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat
~ diperkirakan sebelumnya, sehmgga kewapban yang

ditentukan dalam kontrak menjadl - tidak dapatav

: dlpenuhl a

' BAB II

RUANG LINGKUP ‘ o .
o Pasal 2 B E , e

Ruang Llngkup Peraturan Bupatl ini rnellputl

o a. Ketentuan Penetapan ~ Metode Pengadaan Jasa

Konsultan31 Konstruks1 dan Pekexjaan Konstruk31 dan

o b Pemberlakuan Standar Dokumen Pemlhhan Pengadaan

‘Jasa Konsultansi Konstru_ksl dan‘ Pekerjaan Konstruksi.



BAB III

KETENTUAN PENETAPAN METODE PENGADAAN JASA
 KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN PEKERJAAN

KONSTRUKSI

Pasal 3

Metode pengadaan untuk seleksi jasa konsultansi
konstruksi badan wusaha  menggunakan  metode
prakualifikasi dua file, kualitas dan biaya kontrak
lumsum. :

Pasal 4

Metode pengadaan untuk pengadé.an langsung jasa
konsultansi konstruksi badan usaha menggunakan
metode pascakualifikasi satu file, dengan sistem gugur.

Pasal S

Metode pengadaan untuk tender pekerjaan konstruksi
menggunakan metode pascakualiﬁkasi satu file, sistem
gugur, dengan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga
Satuan. | |

Pasal 6
Metdde pengadaan untuk pengadaan langsimg pekéljaan
konstruksi menggunakan metode pascakualifikasi satu

file, sistem Gugur, dengan Kontrak Gabungan Lumsum
dan Harga Satuan.

| . BABIV o
STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA
' KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN PERKERJAAN
KONSTRUKSI

Pasal 7

(1) Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa
Konsultansi dan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. | _

(2) Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa
Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

A. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa
Konsultansi Konstruksi Badan Usaha dengan
- Metode Seleksi . '



(-

B. Standar Dokumen Permhhan Pengadaan Peker]aan'
Konstruksi dengan Metode Tender . ’ ’
C. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa’
Konsultansi Konstruksi Badan - Usaha dengan,
‘Metode Pengadaan Langsung. ‘
D. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan
‘Konstruksi dengan Metode Pengadaan Langsung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 8

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. ' ' '
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam - Berita Daerah Kabupaten
- Karanganyar. | | - D

D1tetapkan di Karan
Pada tanggal Ji\\é”w 0’1/0,@

BUPATI KARANGA

JULIYATMONO

Diuhdé.ngkan di Karangany

Pada tanggal AA "2’0/ g

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Ttd., - |

SUTARNO

- BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR ?‘ '

o)

o“m Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
¢ 'BUPATEQ KARAN GANYAR




. .

o Jamman Pe‘x‘vnelli‘ha‘raarivdaflri ASurahsi/ Pcmsahdén P_ef:ljarrﬁhan” !vgs) L\

- [Kop Penerbit Jaminan] -

JAMINAN PEMELIHARAAN |

NomorJaminan: N11a1
1. Dengan ini dmyatakan, ‘bahwa kami: | [fnama],
SR [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya dlsebut TERJAMIN
- dan __ [nama penerbit jaminan], [alamat]
- sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung
Jawab dan dengan tegas terikat pada : [nama PPK],

[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya ‘
: 1dlsebut PENERIMA JAMINAN atas ‘uang sejumlah Rp
~ (terbilang )
- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mcnglkatkan diri untuk
~ melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar
bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan
pekerjaan : sebagalmana ditetapkan - berdasarkan Surat
Perintah Kerja (SPK) No. B tanggal dan
- PENERIMA JAMINAN. = - .
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ___ () harx kalender dan
- efektif mulai dari tanggal sampau dengan tanggal
" 4, Jaminan ini berlaku apabila: =~ - :
 TERJAMIN tidak memenuhi kewa_ubannya melakukan pemehharaan
. sebagaimana ditentukan dalam SPK.
‘5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
~jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
~ kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan
- secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA
» JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janiji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembah
" bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya
_harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat
melunasi. hutangnya sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 1831 KUH
- Perdata. ’
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jamman ini harus
- sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
~ kalender sesudah berakhxrnya masa berlaku J aminan ini. v

U:nﬁkﬁgm;n' o - lekeluarkan d1 |

ltixsaragnkan untuk 0 - pada tanggal

mengkonfirmasi Jaminan : ' ST .
TERJAMIN - R PENJAMIN

' Materai Rp.6000,00.

' BUPATI KARANGANYAR,

CTd.

~ JULIYATMONO




